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P E N E T A P A N

Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.Sor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16

Februari 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di semula di

Kampung  Pangkalan  Raja  RT  03  RW  06  Desa

Sukamukti  Kecamatan  Majalaya  Kabupaten  Bandung

sekarang di Kampung Rancawaas RT 02 RW 12 Desa

Sukamukti  Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung,

Provinsi  Jawa  Barat, dalam  hal  ini  memberi  kuasa

khusus  kepada  Fajar  Nugraha,  S.Sy.,  S.H.,  advokat,

berkantor di Jalan Bojong No. 72 Soreang Kabupaten

Bandung  40911,  dengan  domisili  elektronik  pada

alamat  email: fahrurrozinugraha@gmail.com,

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tertanggal  27  Mei

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Soreang  Nomor  1991/Reg.K/2024/PA.Sor,  tanggal  04

Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21

Juli  1985,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

buruh  harian  lepas,  bertempat  tinggal  xxxxxxxxxx

Kabupaten  Bandung,  Provinsi  Jawa  Barat,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2024 yang

didaftarkan  secara  elektronik  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Soreang,

Nomor  3256/Pdt.G/2024/PA.Sor,  tanggal  04  Juni  2024,  telah  mengajukan

gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  adalah  istri  sah  Tergugat  yang

melangsungkan pernikahan pada  hari  Kamis  tanggal  07  Maret  2013 M,

bertepatan dengan tanggal  24 Rabiul  Akhir  1434 H, dihadapan Pegawai

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majalaya

Kabupaten  Bandung,  Berdasarkan  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

xxxxxxxxxx, tertanggal 27 Mei 2024; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina

rumah tangga dan berkediaman bersama Kampung Pangkalan Raja RT

003 RW 006 Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Sampai  gugatan  ini  diajukan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah

tidak tinggal bersama dan Penggugat yang keluar dari rumah; 

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak Bernama:

3.1. XXXXXXXXXX, lahir tanggal 25-05-2014; 

4. Bahwa  semula  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu

rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga

antara  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  goyah  dikarenakan  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran; 

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut

disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal ekonomi

sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak terpenuhi, sehingga

mengakibatkan  kasih  sayang  Penggugat  berkurang  dan  tidak  bisa  di

pertahankan lagi; 

6. Bahwa puncaknya pada bulan April  2020 dimana antara

Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit

didamaikan,  sehingga  mengakibatkan  rumah  tangga  Penggugat  dengan
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Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah

pisah ranjang dan pisah rumah; 

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah

tangga  bersama  Tergugat,  bahkan  Penggugat  telah  meminta  bantuan

kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil; 

8. Bahwa  karena  beberapa  alasan  diatas,  keadaan  rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik,

sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

dan  rahmah,  serta  tidak  sanggup  lagi  untuk  meneruskan  rumah tangga

dengan Tergugat dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian; 

9. Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon

agar  Ketua  Pengadilan  Agama  Soreang  berkenan  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut,  Penggugat memohon kepada

Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat

(Xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxx)

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum; 

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya

telah  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 05 Juni 2024 dan tanggal 04

Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;
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Bahwa Kuasa Penggugat  telah menyerahkan asli  surat  gugatan dan

surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi

Kartu  Tanda  Anggota  Advokat  serta  fotokopi  Berita  Acara  Pengambilan

Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut

perkaranya karena Penggugat menyatakan akan memperbaiki kembali rumah

tangganya dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  a  quo,  Penggugat  memberikan

kuasa khusus kepada Fajar Nugraha, S.Sy., S.H., advokat, berkantor di Jalan

Bojong No. 72 Soreang Kabupaten Bandung 40911 berdasarkan  surat kuasa

khusus  tertanggal  27  Mei  2024  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Soreang Nomor 1991/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 04 Juni 2024;

Menimbang,  bahwa setelah  meneliti  syarat-syarat  formil  surat  kuasa

khusus,  identitas  kuasa,  dan  Berita  Acara  Pengambilan  Sumpah  Advokat,

Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh  Penggugat

kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana

dimaksud  dalam  Pasal  123  ayat  (1)  HIR  junctis  Pasal  1792  dan 1795

KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor

6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Penggugat tersebut sah mewakili

atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan

dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas)  Nomor

3256/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 05 Juni 2024 dan tanggal 04 Juli 2024 yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,
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sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  melalui  kuasanya  menyatakan

mencabut  perkaranya.  Oleh  karena  itu,  permohonan  Penggugat  untuk

mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa tentang  pencabutan gugatan,  tidak  diatur  dalam

ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara

perdata yang berlaku di  Indonesia. Dengan kata lain,  dalam hal pencabutan

gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis

Hakim  beralih  dan  berpedoman  pada  ketentuan  Pasal  271  Rv  sebagai

landasan  rujukan  berdasarkan  prinsip  demi  kepentingan  beracara  (process

doelmatigheid) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan

kepentingan para pihak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  271  Rv  bahwa

gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika

perkara  telah  diperiksa  dan  Tergugat  telah  memberi  jawabannya,  maka

pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Penggugat  telah  mengajukan  dan

menyampaikan  keinginannya  untuk  mencabut  perkaranya  sebelum Tergugat

memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi

ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat

dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  Penggugat  untuk

mencabut  gugatannya  dikabulkan  Majelis  Hakim,  maka  perkara  tersebut

dinyatakan telah selesai;

Menimbang,  bahwa  karena  gugatan  dicabut  dan  perkara  ini  telah

didaftar  dalam  register  perkara,  untuk  itu  diperintahkan  kepada  Panitera

Pengadilan  Agama  Soreang  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut

dalam register perkara;

Menimbang,  bahwa  meskipun  gugatan  Penggugat  dicabut,  tetapi

karena  perkara  ini  telah  didaftar  dalam  register  perkara,  dan  perkara  ini

termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

3256/Pdt.G/2024/PA.Sor dari Penggugat;  

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Soreang  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;  

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);  

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Rabu tanggal  10 Juli  2024 Masehi,  bertepatan dengan tanggal  3  Muharram

1446 Hijriah,  oleh  kami  Fatullah,  S.Ag.,  M.H. sebagai  Ketua Majelis,  Panji

Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H. dan  Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga oleh Ketua Majelis  tersebut  dengan

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Mahmudin, S.H.I. sebagai

Panitera  Pengganti,  serta  dihadiri  oleh  Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

Fatullah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,
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Mahmudin, S.H.I.
Perincian biaya perkara: 

1. PNBP
- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Relaas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp30.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00 

Jumlah : Rp175.000,00
                        (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7


